GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUB?ERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
' TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEK®LAH MENENGAH KEJURUAN DAN

Menimbang :

Mengingat

SATUAN FENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR’% SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melagsanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikaiﬁ dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, periu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Sekolah/Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

dan Satuan Pendidikan Khusus.

%

1. Pasal 18 ayat {#6) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undané Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkasi: I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 1814);

3. UndangUndan% Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Norf:nor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo} 4301); _

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembai&an Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tariqbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) :"sebagaimana telah beberapa lsali diubah,
terakhir dengati} Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



o

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
2

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemeérintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan danr Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republikjindonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negéllra Republik Indonesia Nomor S109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidilsan (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Jndonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 202] tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan’ Pendidikan {Lemparan akran Pruvinsi
Sumatera Selatats Tahun 2013 Nomer 8);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian ladalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
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11.

12.

13.
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Menteri adallah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan.

Provinsi adal&h Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Gubernur adalah Gubermur Sumatera Selatan.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggung jawais dalam
penyelenggaraan urusan pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs,

adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang
diselenggarakan dan berada di bawah koordinasi
Kementrian Agama Republik Indonesia.

Sekolah Mengngah Atas, yang selanjuinya disingkat SMA,
adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
nendidilpan, waann, pede. ipnjang pendidilan menengalb,
sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau
bentuk lain y,ang sederajat.

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat
SMK, adalah satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan 'menengah sebagai lanjutan dari satuan
pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
Sekolah Berasrama adalah satuan pendidikan pada
jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi dengan yang menerapkan kurikulum
tertentu yantg mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal
di asrama yahg disediakan oleh pihak sekolah.

Sekolah ya;g menyelenggarakan pendidikan khusus
adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi

dengan menerapkan  kurikulum tertentu sebagail
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tambahan c%ari kurikulum yang berlaku umum pada
sekolah-sck ?ah sederajat.

Penerimaan | Peserta Didik Baru, yang selanjutnya
disingkat PPPB, adalah kegiatan pada SMA dan SMK yang
dilakukan piétda saat akan mengawali tahun peiajaran
baru sesuai{ dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel
adalah keloinpok peserta didik yang terdaftar Ujian
Nasional atalr sebutan lain adalah kegiatan pengukuran
capaian kornépetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu
secara na's"i.onal dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan pada satuan kelas dalam satu
sekolah.

Calon Peserifa Didik Baru, yang selanjutnya disingkat
CPDB, adalzah Calon Peserta Didik Baru yang akan
diterima pada satuan pendidikan SMA atau SMK dengan
memcnuhi liiriteria, persyaratan dan ketentuan sesuai
jenis satuan %pendidikan yang dituju.

Zonasi adalail jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik
yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah untuk memasuki sekolab tertentu.
Afirmasi addiah jalur yang diperuntukkan bagi peserta
didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur
yang dibukti;kan dengan surat penugasan dari instansi,
Jembaga, ka‘éltor, perusahaan yang mcmpcrkerjakan atau
surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang
berwenang.

Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan berdasarkan
peringkat nil;.i rapor dan/atau prestasi dibidang akademik
maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat
nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat
kabupatcn/l;ota, antara lain pcmenang lomba olimpiadc

sains, olahraga.

v
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21. Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik yang
selanjutnya disingkat PMPA, adalah jalur penerimaan
peserta didik baru yang dilakiukan melalui jatur undangan
dengan mémperhatikan potensi, bakat, dan/atau
kemampuan haik akademik maupun non akademik.

22.Tcs Potensi iAkadernik, yang selanjutnya disingkat TPA,
adalah tes %{ompetensi yang dilakukan tcrhadap calon
peserta didil; baru yang berhubungan dengan beberapa
mata pelajar%n SMP/MTs.

23. Pcnerimaan Peserta Didik Baru Online, yang selanjutnya
disebut PPDE-OnIine, adalah proses PPDB yang, seleksi
dan pengumilman hasil akhir berbasis teknologi informasi
secara onlin:::;5

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip
Pasal 2

$
{

(1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. mcndor(();l—‘g peningkatan akses layanan pcndidikan;

b. sebagai éedoman bagi Kepala Dinas untuk mcnyusun
teknis pclaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan Satuan
Pendidikaim Khusus di Provinsi;

c. menyaluékan bakat, minat dan kemampuan bagi calon
siswa beifprestasi agar berkembang lebih optimal; dan

d. memberikan kcscmpatan seluas-luasnya bagi anak
usia sek(élah untuk mcmperoleh layanan pendidikan.

(2) PPDB dilaks%anakan secara :

a. objcktif;

b. transparan; dan

C. akuntabél;

(3) Objektif seb;agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah bah;:iﬂa PPDB harus memenuhi ketentuan yang
diatur dalagn Pcraturan Gubermur ini serta ketentuan
peraturan p;érundang—undangan terkait lainnya.

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat

¥
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luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga
dapat dihiéxdari segala bentuk penyimpangan yang
e e teréjadi.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
adalah bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan
kepada masvarakat, baik menyangkut prosedur maupun
hasil.

(6) PPDB sebaéaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
tanpa diskfiminasi kecuali bagi sekolah yang secara
khusus dirgmcang untuk mclayani pcserta didik dari

i
kelompok gct’nder atau agama tertentu.
i BAB 11
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kcsatu
Persyaratan Calon Peserta PPDB

Pasal 3

(1} Persyaratan calon peserta PPDB meliputi:
a. berusia galing tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
tanggal nguIi tahun berjaian;
b. telah ményelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau
bentuk ldin yang sederajat; dan
c. memiliki| ratarata nilai raport yang memenuhi
persyaratian yang ditentukan oleh sekolah yang dituju.
(2) Khusus untilk SMA Negeri Sumatera Selatan calon PPDB
berasal dari kelas 9 (sembilan) SMP/MTs yang berprestasi

dasi keluargha yang kurang mampu.

Pasal 4

(1) Persyaratan; usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
a. akta kelghiran; atau
b. surat kizrangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak
yang ber%venang dan dilegalisir oleh Iurah/kepala desa
atau pejabat setempat lain yang bcrwenang sesuai

dengan Cfomisili calon peserta didik.

A
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(2) Persyaratan|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf b Harus dibuktikan dengan :
a. ijazah; ai_au
b. dokumex% lain yang menyatakan kelulusan.

(3) Persyaratan rata-rata nilai rapert sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ merupakan ratarata nilai
pelajaran té*;:rtentu semester 1 (satu) sampai dengan

semester 5 (lima).

Pasal 3

CPDB penyand: disabilitas dikecualikan dari ketentuan

persyaratan :

a. syarat uswa sc.zbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a; dan '

b. ijjazah atau dekumen lain sebagaimana dimaksud dalami
Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

(1) Selain mcménuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ‘3, CPDB kelas 1@ (sepuluh) SMA/SMK yang
berasal dari {sekolah di luar negert harus mcndapatkan
surat rekomepdasi izin belajar.

(2) Permohenan surat rckomendasi izin belajar sebagaimmana
dimaksud patia ayat (1) disampaikan kepada:

a. direktur |Jenderal yang membidangi Pendidikan
menengah’ untuk CPDB SMA; dan

b. direktur jétnderai yang membidangi Pendidikan vokasi
untuk CPlé)B SMK.

(3) Ketentuan sébagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berlaku '_‘untuk calon peserta didik warga negara

Indenesia dax? warga negara asing.

Pasal 7

(1) Bagi Sekolak yang menerima pescrta didik warga negara
asing wajib | menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan
Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang

¥

diselenggarafgan oleh sekolah yang bersangkutan.

A
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(2) Dalam hal 1ekolah yang menerima peserta didik warga
negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

H
dimaksud pada ayat {1} dikenai sanksi administratif

becrupa perixigatan tertulis.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru
Pasal 8

(i) PPDB untul; SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran

PPDB melipuuti:

a. zonasi;

b. afirmasi;

C. perpinciahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestas%..

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki kl.%)ta sebesar S0% (lima puluh persen) dari daya
tampung sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b memiliki ‘kuota sebesar 15% (lima belas persen) dari
daya tampuéh g sekolah.

(4) Jalur pelpiéndahan tugas orang tua/wali sebagaimana
dimaksud ;%ada ayat (1) huruf ¢ memiliki kuota sebesar
5% (lima pefsen] dari daya tampung sekolah.

(S) Jalur Prestési sebagaimana dimaksud pada Pasal ® ayat
(1) huruf ¢ memiliki kuota sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari daya tampung sekolah.

(6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur
pendaftaraxij sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sampali
dengan ayaé (4), Pcmcrintah Daerah dapal membuka jalur

prcstasi.

Pasal O

(1) Ketentuan mengcnai  jalur  Pendaftaran  PPDB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan
untuk sekolah sebagai berikut:

a. SMK;

A
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b. satuan P;endidikan kerja sama;
c. sekolah fndonesia di luar negeri;
H
d. sekolah {,ang menyecienggarakan pendidikan khusus;

e. sekolah iyang mcnyelenggarakan pendidikan layanan

khusus;
f. sekolah l?erasrama;

sekolah :Eiidaerah tertinggal, terdepan, dan teriuar;

0

h. sekolah élidacrah yang jamiah penduduk usia sekolah
tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta
didik datam 1 (satu) rombongan belajar; dan

i. sekolah yang menerapkan double kurikulum.

(2) Pengecualian{ ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi
sekolah scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d,
huruf e, hurézf f dan huruf h ditetapkan oleh Gubernur
melalui Dinaé Pendidikan dan dilaporkan kepada:

a. direktur §jenderal yang membidangl Pendidikan
menengah untuk jalur pendaftaran SMA; dan

b. direktur jénderal yang membidangi Pendidikan vokasi
untuk jalu%‘ pendaftaran PPDB SMK.

(3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) ditetapkart oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 10

(1) Pelaksanaan ¥PDB dilakukan secara serentak pada SMA
Negeri dan SMK Negeni di Provinsi dimulai paling lambat
minggu perta;.na bulan Mei.

(2) Khusus bagii SMA berasrama dan SMA penyelenggara
program per%didikan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal é ayat (1) pelaksanaan PPDB dapat dilakukan
lcbih awal.

(3) Gubermur mefxetapkan jadwal pclaksanaan kegiatan PPDB

melalui Dinas.

7
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Pasal 11

(1) Pelaksanaans’PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dimulai dar1 ?ahap :

a. publikasi ! pcngumuman pendaftaran melalui papan

3
pengumuman sekolah, mcdia massa, laman, jejaring
sosial, al‘ajil sosialisasi ke SMP/MTs;
pcndaftardn dan verifikasi data;

seleksi seguai dengan jalur pendaftaran;

BT

pengumur;han kelulusan calon peserta didik baru; dan
e. daftar ulaﬁg.

(2) Pengumumarg pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (I} huruf a, paling sedikit memuat infermasi
sebagal ben élt:

a. persyarata;n CPDB sesuai dengan jen jangnya;

b. tanggal peindaftaran;

c. jalur penéaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur
alirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan
/atau jalur prestasi;

d. jumlah da}ya tampung yang tersedia pada kelas 10

(scpuluh)% SMA atau SMK sesual dengan data

Rombongdn Belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
PPDB. f

(3) Pengumuman kelulusan CPDB  mclalui  jalur PMPA
dilaksanakaxffi setelah sclcksit berkas dan perankingan
dengan jumléih yang akan ditcrima sebanyak 10% darn
kuota.

(4) Pengumumarg kelulusan CPDB mclalul  jalur TPA
dilaksanakari sccara transparan setelah pelaksanaan TPA.

(5) Proses penggjlahan nilai kelulusan jalur TPA mermupakan
gaoungan darti ratarata nilai raport dan jumlah nilai TPA.

(6) Penetapan lulusan CPDB ditandatangani oleh Kcpala
Sekolah danKepala Bidang SMA dan/atau Kcpala Bidang
SMK Dinas.

(7) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib

¥4

melakukan daftar ulang,
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Pasal 12
(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan
mekanisme danng.

(2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB
dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)
dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan
sesuai dengan persyaratan.

(3) TPA dilaksan%xkan dengan sistem Les berbasis comnputer.

Bagian Keempat
Seleksi CPDB SMK
Pasal 13

{1) Seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK adak
menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat {}).

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK
sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimf,vangkan :

a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan
peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;

b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik;
dan/atau

c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang
keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan
kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha,
dunia industri, atau asosiasi profesi.

(3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a
menggunakan nilai rapor pada S (lima) semester terakhir.

(4) Seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana
dimaksud éaada ayat (1) harus memprioritaskan calon
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu dari/atau penyandang disabilitas paling sedikit
15% (lima belas persen} dari daya tamping sekolah.

(5) Selain seieksi CPDB kelas 10 (sepuluh] SMK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK

74
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dapat meri_’lprioritaskan calon peserta didik yang
berdomisili ;terdekat dengan sekolah paling banyak 18%
(sepuluh pef'sen} dari daya tampung sckolah.

Khusus unt_f,uk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDI3
sebagaimani} dimaksud daiam Pasal 11 dapat melakukan
proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap

pengumumsgn penetapan peserta didik baru.

Bagian Kelima
Daya Tampung
Pasal 14

Seliap sekolah wajib menginformasikan daya tampung
CPDB. :
Daya tampufpg CPDB harus sesuai dengan jumlah rombel
yang akan tlulus pada tzazhun pelajaran yang sedang
berlangsung;s dan jumlah ruang belajar yang tersedia.
Sekolah dil?arang menerima CPDB melebihi jumlah
rombel yang akan lulus dan/atau melebihi jumlah kelas

1
yang tersedia.
Pasal 15

Dalam melaigsanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk
setiap kelas ditetapkan paling banyak 3@ (tiga puiluh
enam) peseréa didik.

Jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi batas
daya tamp}mg yang telah ditentukan dan tidak
dibenarkan menambah jumlah peserta didik per kelas
sesual keienftuan peraturan perundang-undangan.

Daya tampung PPDB ditetapkan dengan Keputusan
Kepala DiI;.as atas usul Kepala Sekolah dengan
memperhatikan faktor-faktor pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan
kapasitas SMA/SMK Swasta yang ada di wilayah yang
bersangkut,uén, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undarngan.

»
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Bagian Keenam
Zonasi

Pasal 16

(1} Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang
oleh Pemeriritah Provinsi sesuai dengan kewenangannya,
dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik
dengan sekolah.

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan:

a. sebaran sekolah;

b. data sebdran domisili calon peserta didik; dan

c. kapasitag daya tampung sekolah yang disesuaikan
dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada
setiap jenjang di Provinsi.

(3) Pemerintah Provinsi wajib memastikan semua wilayah
administrasi masuk dalam penctapan wilayah zonasi
sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Dinas Pendjidikan wajib memastikan bahwa semua
sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam
wlanab. zend 8. yang telab, ditetankan.

(S) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDR.

(6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada jenjang
pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), agar melibatkan musyawarah atau kelompok kerja
Kepala Sekolah.

(7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi
atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
berdasarkari ker jasama antar Pemerint:ah Daerah.

(8) Pemerintah | Provinsi melaporkan penetapan wilayah
zZonasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang
membidangi penjaminan mutu pendidikan menengah

paling lamal (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

v
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Pasal 17

(1) CPDB dari luar wilayah daerah kabupaten/kota, baik
dalam maupun luar provinsi dapat mendaftar di suatu
sekolah telﬁ'dekat, apabila yang bersangkutan dapat
menunjukk"in bukti pindah mengikuti orang tua/wali,
antara {ain
a. CPDB )fang orang tua/walinya PNS/TNI/P@LRI yang

dimutakikan ke kabupaten/kota, agar
menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang
tua/ waii yang bersangkutan,;

b. CPDB yang orang tua/walinya bukan
PNS/TNI/POIL.Rl agar melengkapi fetokopi Kartu
Tanda Eenduduk orang tua/wali calon peserta didik
atau sarat keterangan pindah dari lurah setempat
yang ﬁnenyatakan bahwa orang tua/wali yang
bersanékutan berdomisili di wilayah yang baru
dengan% melampirkan Kartu Keluarga asli dan
fotocopél 1 (satu) lembar.

(2) CPDB dari iluar kabupaten/kota di dalam maupun di
luar provinsi dapat langsung mendaftar di salah satu
SMA atau SMK Negeri melalui layanan PPBB online
sesuai kctcéltuan peraturan perundangundangan.

(3) Untuk beb;'?erapa sekolah yang secara administratif
masuk ke: kabupaten/kota tertentu, tetapi secara
geogralis lebih dekat ke kabupaten/kota lainnya dapat
mendaftar fil sekolah pada kabupaten/kota yang lebih
dekat secsra geografls sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan pela,?"ksanaan PPDB bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan:Belanja Daerah serta sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.

V.4
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BABIlV
SOSIALISASI
Pasal 19

(1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi pelaksanaan
PPDB diwilayah kerjanya.

(2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan sosialisasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan

pemerintah kabupaten/ kota.

j BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai

dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 21

(1) Sekolah wgjib melaporkan pelaksanaan PPDB dan
perpindahari kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan
setelah kegiatan PPDB berakhir.

(2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk
menerima lap®ran masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam
pelaksanaan PPDB melalui laman
http:/ /ult.kemendikbud.go.id

Pasal 22
Kepala dinas s%suai dengan kewenangannya melaporkan
pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit
pelaksana teknis Kementerian yang membidang penjaminan
mutu pendidikah menengah paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah pelaksanaan PPDB.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap = orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3% Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

8 Juli 2021

Plh.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H \ AKHMAD NAJIB

BERITA DAERAH PROVINSI SUMJ"&;[‘ERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 13



